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WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 1% TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2014

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistemn Perencanaan Pembangunan Nasional,
Daerah diwajibkan mempunyai rencana tahunan
dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan
Daerah sebagai penjabaran dari rencana lima
tahunan vyaitu Rcncana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

bahwa untuk melaksanakan maksud terscbut di
atas perlu memhbentuk Peraturan Walikota;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pernbentukan Daerah-daerab Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah

dan Jawa Baral;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaarl Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3§,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
aistern  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan ngabara.n Negara Nomor

4421);
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Undaqundaﬂg Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemermltahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
L@mbaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nemor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

Undang-Undang Nomoer 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembanpunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 47285);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200% Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005
Tentang Dana Perimbangan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4579);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemcrintghan Dacrah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
T}Eﬂtﬂl‘:‘lg Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang  Tata Cara Penyusunan Rencana
Pcmbangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang  Pedoman  Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Ketcrangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepuda Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia ‘Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 474 1);

Peraturan Pemcrintah Nomor 6 Tahun 2008
tenlang Pedoman Ewvaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 WNomeor 19, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4815},

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
rentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lemmbaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negera Nomor

4697);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang  Tahapan,  Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4698);
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Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Mencngah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
21);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tenlang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029 {Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 28);

Peraturan Daerah Kola Magelang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Mcnjadi
Kewenangan Pemeriniahan Daerah Kota Magelang
jLembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008

Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Magelang DNomor 3
Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan
Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008

Nomor 3);

Peraturan Daerah Kofta Magelang Nomor 4 Tahun
2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas
Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
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Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas
Pokok OQrganisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Dacrah Kota Magelang
Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas
Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008
Nomaor 6);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-polok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun
2009 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD} Kota Magelang Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2009 Nomaor 4);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kota Magelang Tahun 2010-2015
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011
Normor 4);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kota Magelang Tahun 2012 Namor 4).

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2014



Pasal 1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2014
merupakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan

Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2014,

Paszal 2

Rencana Kerja Pemerintah Dacrah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2014
digunakan sebagai pedoman Penyusunan Renecans Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemcrintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2014
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidalk terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

Pagal 4

Sistemnatika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun
2014 disusun schagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB 1T ;. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN
CAPATAN KINERJA PENYELENGCARAAN PEMERINTAHAN

BAR I1] : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN 2014
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANCGUNAN DAERRAH
BAR V + RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAII

BAB VI : PENUTUP



Pasal 5
peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
walikota int dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magclang
pada tanggal 29 MMej 2013

WALIKOTA MAGELANG
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